Perempuan dan Pembangunan                              
BAB I 

                          PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

      Persepsi mengenai status dan peran wanita di Indonesia mengalami proses perubahan yang pada satu sisi diharapkan berlangsung secara proporsional dan adakalanya berkembang secara kontroversial, baik di dalam konstalasi politik, pemerintahan ekonomi, dan sosial.  Dewasa ini penomena yang semakin tampak pada negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia, adalah meningkatnya tuntutan aspiratif agar wanita diintegrasikan pada setiap fase dan proses pembangunan yang dijalankan terutama pemberian kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi di dalam pembangunan.

      Di negara-negara industri moderen, klaim wanita melalui   perjuangan terorganisir atas "derived status" yang menganggap wanita sebagai klas sekunder (inferior)  dalam      struktur sosial ekonomi yang  patriakal telah berhasil membuka peluang bagi wanita dalam berbagai strata sosial untuk berpartisipasi secara penuh  dalam pekerjaan dan kegiatan publik. Perspektif ini sejalan dengan persepsi sebahagian besar pelopor gerakan feminis bahwa wanita sebagai sumber daya manusia  juga memiliki potensi dan fungsi  kontributif kepada pembangunan yang sama besarnya dan sama pentingnya sebagaimana halnya kaum pria (Tan, 1975)

      Organisasi wanita "National of Coalition Labor Union Women" di Amerika Serikat  muncul pada tahun 1975 mencerminkan gerakan "Women Liberalization" dan merupakan organisasi yang meaggregasikan tuntutan equal right for the women in status and role di bidang politik, sosial, ekonomi dan pendidikan (Robert,1976: 11).

      Di negara-negara berkembang (developing countries) misalnya Indonesia, intensitas perjuangan emansipasi dan partisipasi golongan feminin belum pada tingkat "women lib." 

akan tetapi pada tahap pemberian kesempatan yang proporsional sesuai dengan kodrat wanita, yakni emansipasi lebih menghendaki adanya pembagian kerja secara seksual (Budiman,1973: 12). Kenapa demikian ? Salah satu esensi persoalan ini dapat dijelaskan dengan pendekatan ontologis. Pendekatan filsafat kodrati ini lebih menekankan bahwa wanita secara biologis berbeda dengan pria sehingga melahirkan hirarki tertentu di dalam masyarakat. 
Kultur masyarakat yang patriakal akan memberi jalan dan mencerminkan hirarki dan distingsi seksual antara pria dan wanita (Heraty, 1984: 10). Keadaan ini merupakan titik tolak kenapa di sebahagian besar masyarakat dengan kultur patriakal yang dominan akan menciptakan struktur pembagian kerja yang tajam secara seksual antara peran "domestic sphere dengan Public sphere",  

dimana wanita lebih berperanan di dalam pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, sedangkan pria lebih berperan pada pekerjaan di luar rumah tangga (Mies,1969: 1-2). 

      Pada era pembangunan di Indonesia saat ini sering menjadi persoalan mengenai status wanita terutama pada persamaan hak dengan kaum pria  misalnya di dalam kesempatan kerja, penerimaan upah, memperoleh pendidikan dan latihan keterampilan kerja serta pengembangan karir. Karena jika ditinjau dari perspektif kemiskinan absolut atau relatif maka strata masyarakat yang paling marjinal yang selalu dililit oleh siklus kemiskinan dan perangkap kemelaratan dan 

dan keterbelakangan adalah golongan wanita terutama di pedesaan.

     Misalnya diskriminasi seks dan  perbedaan perlakuan (unfair-treatment) yang paling buruk dialami kaum wanita dapat ditemukan dimana-mana, dan tingkat penghasilan mereka lebih rendah dari pada kaum pria,sering kaum pria dibayar lebih besar padahal pekerjaan yang dikerjakan sama (Chambers,1988: 173). Terutama di sektor perburuhan yang memasukkan tenaga kerja wanita (TKW) dalam struktur pekerjaan pria, diskriminasi  selalu terjadi, seperti dikatakan oleh Richard

H. Leftwich:

   "Discrimination exists in a labor market when persons with equal productivity are paid different wages or persons with difference in productivity are paid equal wages" (Leftwich,1984: 294). 

       Lemahnya kedudukan wanita di dalam "bargaining" ini disebabkan beberapa aspek, pertama adanya status sosial yang rendah, dominasi kaum pria, dan dorongan keibuan untuk bekerja (Chambers,1988: 173).    

B. Pokok Permasalahan.

         Diterima atau tidak, salah satu efek dari pembangunan   adalah terjadinya pergeseran peranan wanita khususnya di dalam kegiatan publik. Pergeseran ini merupakan salah satu indikator terjadinya perubahan norma  dan orientasi nilai di dalam masyarakat, baik karena didorong oleh tuntutan ekonomi sehingga masyarakat semakin rasional, maupun sebagai akibat masuknya nilai-nilai baru. Perubahan struktural yang terjadi di dalam suatu sistem sosial merupakan perubahan dalam kultur normatif sistem sosial yang bersangkutan (Lauer,1989: 113).  

      Semakin terdidiknya kaum wanita juga memberikan peluang untuk mengisi berbagai kesempatan kerja sebagai akibat dari pembangunan, tidak hanya di perkotaan juga di pedesaan. Suatu korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan terjadinya perubahan ekonomi agraris ke non agraris juga disebabkan oleh perkembangan pendidikan, dan pendidikan sama nilainya dengan human capital untuk meningkatkan opportunity cost (Standing,1981: 139). Tidak heran apabila cukup banyak wanita yang sebelumnya bekerja di pedesaan melakukan migrasi ke kota, sanggup meninggalkan suami bahkan anak, bukan karena semata-mata adanya faktor penarik (Full factor) di kota, akan tetapi juga dikarenakan kondisi serba kekurangan dan kemiskinan di pedesaan (Push factor). Terlepas berbagai alasan dan pertimbangan yang mereka berikan, motif utama seseorang melakukan migrasi adalah ekonomi (Todaro,1979: 364), dan adanya disparitas ekonomi yang tajam antara Kota dan Desa akan mendorong orang untuk melakukan migrasi (Lee,1966: 3). Beberapa lapangan kerja utama yang diisi oleh tenaga kerja wanita adalah terutama  di sektor formal misalnya  sebagai buruh perusahaan, dan cukup banyak pula yang bekerja di sektor informal misalnya sebagai pembantu rumah tangga, pelayan toko, restaurant, bar, diskotik panti pijat,  berjualan apa adanya dan lain-lainnya.

      Sebagaimana terjadinya "brain-drain" sebagian penduduk potensial terdidik dari desa ke kota, proses urbanisasi tenaga kerja wanita inipun menimbulkan   "rural depopulation", yang oleh A.J. Fielding diartikan sebagai minggatnya golongan muda yang potensial  dari desa ke kota sebagai akibat berbagai faktor penarik dan faktor pendorong yang ada di kota dan desa (Dicken,1993: 196).

      Berpindahnya tenaga kerja ini tidak terlepas dari kebijaksanaan pembangunan yang terlalu berorientasi pada pembangunan di kota (urban bias). Urban growth pole, yang diharapkan dapat merangsang dan mendorong perkembangan wilayah pedesaan atau hinterlands (Brookfield,1975: 106) tidak terjadi, malah efek tetesan kebawah (trickle down effect) yakni terjadinya peningkatan pendapatan  dan kesejahteraan masyarakat akan merembes dari "pusat" ke "pinggiran" (periphery), dari sektor moderen ke sektor tradisional, dari perkotaan ke pedesaan, baik secara spontan atau  induced, ternyata sering tidak terjadi, malah sebaliknya  yang terjadi justru efek penyedotan ke atas (trickle up-effect) (Nasikun,1989: 7). Tentang Urban bias ini disenyalir oleh Lipton sebagai berikut :

   "So concentration on urban development and neglect of agricultural have pushed resources away from activities where they can help growth and benefit the poor, and towards activities where they do either of these, if at all, at the expense of the the other. Urban bias also increases inefficiency and inequality within the sectors" (Lipton,1980: 16). 

      Terlepas apakah konsentrasi pembangunan lebih terpusat di perkotaan atau perdesaan, secara makro akan terjadi pergeseran jenis pekerjaan, misalnya mengalirnya tenaga kerja wanita ke kota, terutama  ditandai  dengan meningkatnya  partisipasi angkatan kerja wanita.  Dalam Proses pembangunan, pola partisipasi angkatan kerja mengikuti pola "U". Penurunan partisipasi terjadi pada tahap awal industrialisasi, tetapi pada tahap selanjutnya, partisipasi akan meningkat sejalan dengan perkembangan pembangunan yang disebabkan  atau semakin bertambahnya kesempatan  kerja di sektor jasa dan adanya jenis pekerjaan alternatif dan white-collar, tenaga yang diperkirakan akan banyak menyerap tenaga kerja wanita (Sinha,1967: 336-337). Demikianlah, yang menjadi pokok permasalahan dalam makalah ini terutama menyangkut tingkat partisipasi angkatan kerja wanita dalam hubungannya dengan tingkat kemiskinan, mencakup pula faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta berbagai alternatif pilihan kerja baik di sektor formal atau informal.  

                               BAB II              

                          TINJAUAN PUSTAKA

A. Wanita dan Partisipasinya Dalam Pembangunan.

      Partisipasi wanita di dalam dinamika pembangunan setidaknya menyandang dua sisi. Satu sisi, pembangunan menyediakan kemudahan bagi wanita untuk ikut berupaya mensejahterakan diri dan keluarga melalui peningkatan pendapatan (income-generating), di sisi lain, pembangunan juga memberikan kemungkinan kepada wanita untuk berkreasi berimprovisasi (self-expression)  dan mengaktualisasikan aspirasinya di dalam proses pembangunan.

      Analisis lebih mendalam diketahui bahwa struktur ekonomi dan setting kultur sosial pada suatu sistem sosial sangat menentukan dan mempengaruhi tingkat keterlibatan serta aksessabilitas wanita di dalam pembangunan khususnya melakukan berbagai aktivitas non-domestik. Beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja wanita yang juga berkaitan dengan kemiskinan wanita misalnya; klasifikasi umur, status perkawinan, tingkat pendidikan, tempat tinggal, pendapatan keluarga dan agama.            

      Sedangkan alasan utama wanita yang mendorong dan memberikan motivasi untuk bekerja antara lain; ingin menambah penghasilan keluarga, secara ekonomi tidak terlalu tergantung pada suami, menghindari rasa kebosanan dalam berbagai pekerjaan rumah tangga, mengisi waktu luang, karena ketidakpuasan di dalam pernikahan, karena mempunyai keahlian tertentu yang ingin dimanfaatkan, untuk memperoleh status dan pengembangan diri (Munandar,1981: 42).

      Salah satu problema mengenai status wanita bekerja terutama bukanlah semata-mata pada derajat persamaan hak di mata hukum (equality before the law), akan tetapi menyangkut kapabilitas wanita dengan menyandang peran jamaknya  (multi-function) di dalam rumah tangga (keluarga) dan di luar rumah (masyarakat). Hal ini menjadi faktor esensial karena hakekat wanita bekerja seharusnya memberikan credit-point dan nilai tambah bagi dirinya bukan sebaliknya. Pengakuan akan kebebasan untuk mengembangkan potensi diri, bakat dan kemampuan dirinya (self determination)  harus berada dan diterima oleh masyarakat dimana dia berada sebagai suatu image positip.

      Jadi manusia baru merasakan dirinya bermanfaat apabila martabatnya (human dignity) dan eksistensinya mendapat justifikasi di dalam masyarakat, begitu pulalah sosok wanita dalam mengartikulasikan diri dan memainkan peran di dalam kehidupan sosialnya membutuhkan pengakuan dan kesempatan yang sama sebagaimana layaknya golongan pria. Namun dalam banyak kasus perspektif ideal ini sukar ditemukan.  Pada kondisi masyarakat yang berbeda, selalu ada proses marginalisasi dan kadangkala proses pemiskinan kaum hawa ini.

      Terdapat tujuh peran utama wanita di dalam kehidupan sosial (Oppong dan Church,1980: 1) yang menentukan tingkat differensiasi di dalam kehidupan masyarakat yakni:

1. Parental role (peran sebagai orang tua);

2. Occupational role (peran di dalam pekerjaan);

3. Conjugal role (peran di dalam perkawinan/bersuami);

4. Domestic role (peran di dalam rumah tangga/keluarga);

5. Kinship role (peran di dalam kekerabatan/sekemenakan);

6. Community role (peran di dalam masyarakat/sosial);

7. Individual role (peran bagi dirinya sendiri).       

      Di dalam kenyataan tidak semua kaum wanita memiliki ketujuh peran tersebut, karena disamping beberapa faktor struktural dan kultural, pola hubungan dan alokasi kewena ngan pengambilan keputusan di dalam keluarga juga menentukan tingkat partisipasi wanita di dalam kegiatan publik. Terdapat 5 (lima) pola hubungan antara suami-istri:

1. Pengambilan keputusan oleh suami sendiri;

2. Pengambilan keputusan oleh istri sendiri;

3. Pengambilan keputusan bersama dimana pengaruh suami lebih

   besar;

4. Pengambilan keputusan bersama dimana pengaruh istri lebih

   besar;

5. Pengambilan keputusan bersama tetapi setara.(Pudjiyati,19

   81: 5).      

      Ketujuh peran yang diemban golongan wanita ini dalam realitasnya tidak mudah untuk diimplementasikan, disamping adanya keterbatasan kodrati (aspek biologis),wanita juga dihadapkan dengan kondisi eksternalnya, bahkan di kebanyakan negara berkembang, proses pembangunan belum mampu mengangkat derajat mereka dan bahkan mempersempit ruang gerak dan peran ganda wanita yang mayoritas miskin, dan proses pemiskinanpun  terhadap golongan wanita (feminization of poverty) tidak terelakkan dan tidak tertangguhkan.  Dalam tangga kemiskinan di kota apalagi desa, kaum wanita berada pada lapisan terbawah. Ketidakadilan yang diterima seorang wanita bahkan dimulai sejak lahir, dan di dalam kelompok yang tidak beruntung, kaum wanita meskipun tidak selalu, pada umumnya lebih miskin, (Chambers,1988: 140) dan rumah tangga yang termiskin biasanya dipimpin oleh kaum wanita.

      Tidak hanya di negara berkembang, negara majupun pada tahap awal era industrialisasi di abad ke delapan belas dan sembilan belas, pelecehan dan eksploitasi atas buruh wanita dan anak-anak mengukir lembaran sejarah hitam di Eropah (Myrdal dan Klein,1968: 1). Secara universal melalui perspektif sosiologi humanistis,  degradasi martabat manusia (dehumanization) sebagai akibat dari penguasaan faktor produksi yang monopolistik dan hubungan kerja yang bersifat sub-ordinat dan superordinat antara buruh (proletariat)  dengan majikan (capitalistic-bourgeoise) yang eksploitatif dikritik habis-habisan oleh Karl Marx di dalam bukunya The Communist Manifesto  (terbit tahun 1847) maupun bersama  Frederich Engels di dalam karyanya Das Capital (dipublikasikan pertama kali tahun 1867).     

      Sejarah selalu membuktikan bahwa perjalanan hak hidup kaum hawa ini penuh dengan romantika dan balada, dari zaman "jahiliah-Arab Qurais", sampai dengan abad moderenpun status dan peranan wanita selalu digugat dan menimbulkan kontroversi. Di kebanyakan negara berkembang yang mulai memasuki proses industrialisasi, diskriminasi (unfair-treatment), merupakan suatu fenomena sosial yang sukar untuk dihilangkan, dan wanita selalu berada di kelompok yang inferior (dormant), dibandingkan dengan pria yang superior (dominan).  

Mereka menerima upah kerja dan dihargai lebih rendah dari kaum laki-laki "equal pay, unequal work or unequal pay, equal work" (Leftwich,1984: 294).       

      Beberapa indikator tentang masuknya golongan wanita yang bekerja pada sektor pekerjaan yang dibayar rendah terefleksi pada statement di bawah ini:

  "The large scale entry of women into low-paid service sector employment in urban areas is affecting not only gender and spatial divisions of labour, but also household income patterns, consumption and traveling behaviour, housing locations choices and, above all, women's availability for what unpaid labour deemed essential to keep cities functioning" (Dicken,1993: 172).       

      Jadi semakin jelas bahwa, dalam banyak aspek sebagian besar golongan wanita masih berada pada posisi marginal.

B. Posisi Wanita dalam konteks lingkaran kemiskinan.   

      Konsep kemiskinan menjadi kata-kata kunci di dalam berbagai perspektif yang menghubungkan kondisi masyarakat dengan lingkungan hidupnya, baik lingkungan fisik (determinisme geografis), maupun lingkungan sosial (struktur dan kultur masyarakat). Bermacam sudut pandang yang dipakai oleh para ahli untuk menganalisis kemiskinan. Pada umumnya kemiskinan dibagi atas kemiskinan absolut dan relatif. Beberapa ahli membagi beberapa penyebab kemiskinan misalnya karena faktor struktural, kultural dan natural. Juga melihat kemiskinan dalam konteks ekonomi, sosial dan politik.  

      Selama ini terdapat dua dimensi pengertian yang saling terkait antara sesamanya tentang kemiskinan.  Pertama kemiskinan absolut (absolute poverty), yang menandakan suatu tingkat kemiskinan tertentu (poverty line).Tingkat kemiskinan tersebut merupakan pertanda sampai seberapa jauh terpenuhi tidaknya kebutuhan pokok, atau konsumsi nyata, yang meliputi: pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, dimana konsumsi nyata tersebut dinyatakan  secara kuantitatif fisik dan atau dengan uang berdasarkan pada suatu tahun pangkal tertentu. Dimensi kedua adalah "kepincangan" dalam pembagian pendapatan (relative inequality). Hal ini dinyatakan dengan berapa persen dari pendapatan nasional yang diterima oleh kelompok penduduk tertentu (Djojohadikusumo, 1977: 147-148).  

     Tentang  relative poverty, yang mencerminkan kepincangan  menurut Montek S. Ahluwalia, pada dasarnya kepincangan dalam pembagian pendapatan mencerminkan kepincangan dalam pembagian harta (assets), baik harta fisik (modal, mesin, dan lain sebagainya), maupun harta bukan fisik, yaitu keterampilan manusia. Harta ini menghasilkan pendapatan  (income earning assets), sehingga semakin banyak orang memiliki harta, semakin tinggi pendapatannya. Dengan demikian pola pembagian pendapatan yang sangat timpang untuk sebahagian besar disebabkan oleh ketimpangan besar dalam pembagian harta (Wie,1981: 70).

      Pengertian kemiskinan absolut dan relatif yang hampir sama dinyatakan juga oleh Ahmad Muflih Saefuddin, bahwa kemiskinan absolut pada umumnya diukur dari human basic needs, seperti besarnya dana yang dikeluarkan untuk konsumsi yang di Indonesia setara dengan kebutuhan 2.100 kalori per penduduk per hari (menurut LIPI pada tahun 1988). Sedangkan kemiskinan relatif merupakan aspek-aspek yang menyangkut nilai, norma, kebudayaan sebagaimana juga issu-issu sosiologikal dan antropologikal dari suatu masyarakat (Saefuddin, 1993: 1). Sedangkan Sayogyo (1990) mengartikan kemiskinan absolut adalah suatu tingkat kehidupan  yang berada dibawah standar kebutuhan hidup minimum yang ditetapan berdasarkan  atas kebutuhan pokok pangan yang membuat orang cukup kuat bekerja dan hidup dengan sehat berdasarkan kebutuhan beras dan gizi.            

      Sedangkan WHO/FAO pada tahun 1973 telah merekomendasi tentang jumlah kalori dan protein untuk penduduk Indonesia yang besarnya masing-masing 1900 kalori dan 40 gram protein per orang per hari. Berdasarkan ukuran tersebut Sayogyo membuat suatu batasan  (klasifikasi) kemiskinan di daerah pedesaan menurut pendapatan perkapita adalah satu kilogram setara beras, masing-masing: a). miskin: antara 240-320 kg/kapita/tahun, b). Miskin sekali: antara 180-240 kg/kapita/tahun, c). Paling miskin: apabila kurang dari 180 kg/kapita/tahun.

      Disamping indikator ekonomi yang selalu dipergunakan  misalnya  besarnya pendapatan bagi si miskin di dalam mengukur tingkat kemiskinan, maka  indikator sosial lainnya juga perlu diperhitungkan, seperti: akses pada pelayanan sosial, misalnya: pendidikan, kesehatan, sanitasi air bersih, dan perumahan (Carvalho and White,1993: 18-22). Karena meskipun kemiskinan pada umumnya dilukiskan sebagai rendahnya pendapatan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok (Salim:1980), namun kemiskinan juga berkaitan dengan terbatasnya kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuatan sosial atau modal yang produktif seperti tanah, perumahan dan peralatan lainnya, serta terbatasnya jaringan-jaringan  sosial seperti memperoleh kesempatan kerja, pengetahuan, keterampilan, kesehatan, komunikasi dan informasi yang kesemuanya itu dibutuhkan untuk mewujudkan kehidupan manusia. (Friedman:1979).    

      Masalah kemiskinan yang dihadapi mencakup suatu spektrum yang cukup luas, terutama yang diderita oleh kaum wanita, anak-anak, dan golongan lanjut usia. Selain kurang gizi, kelaparan, penyakit dan kondisi kesehatan yang jelek, juga digambarkan oleh metode produksi pertanian yang melelahkan, isolasi dari daerah sekelilingnya tampa pintu jalan raya, kebodohan, tidak adanya fasilitas pendidikan dan kurangnya kesempatan kerja (Birowo:1982).

     Bagi  masyarakat miskin, masalah pembangunan adalah masalah hidup sehari-hari yang wujud dalam permasalahan nyata yang mendesak, seperti kelaparan, penyakit dan meninggal dalam usia muda, kebutuhan akan pekerjaan dan perumahan, dan merasakan hilangnya nilai-nilai yang biasanya memberi makna kepada kehidupannya (Berger,1976: 9). Sehingga masalah kemiskinan tidak hanya dapat dideteksi melalui indikator ekonomi saja misalnya rendahnya tingkat pendapatan, karena kompleksitas kemiskinan juga berada pada masalah kelayakan hidup, tempat tinggal, kesehatan, lapangan pekerjaan dan kebudayaan (Fishlow,1980: 197). Sehingga sasaran pengentasan kemiskinan katakanlah di Indonesia misalnya melalui delapan jalur pemerataan  tidak hanya merupakan  upaya pemerataan hasil-hasil pembangunan yang bersifat fisik belaka, seperti sandang, pangan dan perumahan, akan tetapi lebih mendekatkan kepada keadilan sosial seperti pemerataan pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan berusaha, serta berpartisipasi  di dalam pembangunan, khususnya bagi kaum wanita dan pemuda.

      Untuk mengkaji lebih jauh tentang kemiskinan,  beberapa teori tentang kemiskinan dan thesis keterbelakangan dapat dipakai, baik yang berdimensi ekonomi, sosial dan politik, maupun kombinasi  dari ketiga dimensi tersebut. Beberapa teori mengetengahkan kemiskinan sebagai akibat dari adanya berbagai hambatan struktural (aksessabilitas) pada pelayanan publik dan sumber-sumber produktif, juga disebabkan oleh hambatan-hambatan kultural (sistem sosial dan budaya), dan ada yang mengetengahkan hambatan-hambatan geografis atau kondisi alam. Disamping itu kemiskinan juga dilihat di dalam perspektif yang lebih komprehensif, seperti :

1. Teori  Siklus Kemiskinan (The Circle of Poverty) yang di-

   kembangkan oleh L. Malassis pada tahun 1975.

2. Teori  Perangkap  Keterbelakangan  (The  Underdevelopment 

   Trap), yang dikembangkan oleh D.V. Ramana tahun 1976.

3. Teori Residential Location and Poverty Circle, yang diper        

   kenalkan oleh Mohammad Johari Yaakub (1989).

4. Teori Kemiskinan  Pedesaan  Terpadu (The Integrated Rural

   Poverty)  yang dikembangkan  oleh  Robert  Chambers  pada

   tahun 1980.

5. Teori  Kemiskinan  dan  Struktur Sosial  oleh Mely G. Tan      

   tahun 1982.
Ad.1. Teori Siklus Kemiskinan (The Circle of Poverty),  yang 

      dikembangkan oleh L. Mallasis (1975: 93).

                              Investasi

                            Fisik Material

                                Rendah

       Pengangguran       

       Tenaga Kerja                                       

                              Investasi 

                              Pendidikan

                                Rendah                             

               Tingkat                              

              Teknologi                         Tingkat

                Rendah                          Investasi

                                              Modal Rendah

                              Produktivitas

                              Tenaga  Kerja

                                 Rendah

            Kekurangan                             Tingkat            

              Tenaga                              Tabungan

              Skill                                Rendah

                     Produksi            Pendapatan

                      Rendah               Rendah

                           Permintaan/konsumsi

                            Perkapita Rendah

      Secara sederhana, perspektif Malassis dapat dijelaskan sebagai berikut : Bahwa kemiskinan merupakan suatu mata rantai yang saling berkaitan sama  lainnya. Kemiskinan disebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja yang menyebabkan pendapatan perkapita juga rendah, sehingga golongan miskin ini kekurangan biaya untuk konsumsi dan kebutuhan penting lainnya. Selanjutnya karena pendapatan rendah menyebabkan juga tabungan rendah, karena pendapatan sebahagian besar untuk konsumsi. Apabila tabungan rendah maka tingkat investasi juga rendah, kemudian diikuti rendahnya tingkat produktivitas yang akhirnya kembali akan memperendah tingkat pendapatan. 

      Konsumsi yang besar diperlukan oleh orang miskin untuk mengembalikan tenaganya yang terkuras sebagai akibat kerja fisik yang lama, rata-rata 8-9 jam perhari, terutama ditempat-tempat terbuka. Sehingga tidak heran apabila golongan miskin membelanjakan hampir 85 % pendapatannya untuk keperluan makan dan rokok (Papanek,1975: 61), dan mereka yang tergolong berpenghasilan rendah senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dalam upaya mempertahankan hidupnya (Suparlan,1979: 12). Berbeda dengan golongan berpenghasilan tinggi, apabila golongan berpenghasilan rendah proporsi besar dari penghasilannya digunakan untuk makan, maka golongan masyarakat kaya, sebahagian besar pengeluarannya untuk pakaian, perumahan, rekreasi, jasa-jasa dan lain-lainnya (Singarimbun,1978: 4).       

      Oleh karena itu mata rantai pendapatan,  investasi, tabungan dan produktivitas dengan tanda panah double memperlihatkan inti dari lingkaran kemiskinan. Lingkaran ini terus berputar dan berlangsung sampai ada upaya untuk memotong mata rantai tersebut. Selanjutnya di luar siklus kemiskinan struktural melalui pendekatan ekonomi tersebut, faktor lain yang juga menentukan kemiskinan di suatu wilayah adalah keadaan alam yang tidak menguntungkan, sungguhpun teknologi dan modal tersedia (Malassis,1975: 100). Dan faktor geografis juga dapat menciptakan social base-map, yang menunjukkan tata letak (lay-out) dari kondisi alam yang merupakan faktor fisik dari suatu wilayah yang dapat menghambat mobilitas masyarakat (Park and Burgess,1964: 562), dan turut pula mempengaruhi tingkah laku individu atau kelompok (Theodorson and Theodorson,1979: 132).

      Pemikiran yang hanya menekankan tentang pengaruh determinisme geografis terhadap prilaku masyarakat telah dikritik karena dianggap bahwa pemikiran ini terlalu bersifat  "geo-centrist" (Duverger,1984: 37). Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan fisik juga mempengaruhi tingkat kemiskinan, misalnya kerawanan yang disebabkan oleh adanya keadaan alam atau ekologi turut pula mempengaruhi masyarakat miskin di pedesaan (Scott,1976: 196). Misalnya musim dan cuaca dapat dengan tiba-tiba menghentikan penangkapan ikan di laut, berarti terputusnya sumber penghasilan utama bagi para nelayan (Firth,1966: 5). 
Ad.2. Teori Perangkap Keterbelakangan (The  Underdevelopment            

      Trap), yang dikembangkan oleh D.V. Ramana (1976). 

                      SUMBERDAYA MANUSIA,

                     ASPIRASI DAN PRESTASI

                            RENDAH  

 KETERBELAKANGAN

  TEKNOLOGIKAL 

                                PRODUKTIVITAS 

                                    RENDAH

         IMPERFEKSI

            PASAR

                          KESEHATAN

                            RENDAH

                                                 TINGKAT

                                                PENDIDIKAN

              KONSUMSI                            RENDAH

               RENDAH

                                                  PAJAK   

                                  PENDAPATAN    ZAKAT-INFAQ

                                 REAL RENDAH     SADAQQAH

                                                  RENDAH  

  DANA/KAPITAL

     RENDAH     

   INVESTASI                      TABUNGAN

     RENDAH                        RENDAH

                KESEMPATAN KERJA            

                    RENDAH 

                                         PENDAPATAN NEGARA/ 

                                         MASYARAKAT RENDAH

      Hampir tidak banyak berbeda dengan perspektif Malassis (1975) terutama membahas kemiskinan dengan menggunakan beberapa konsep kunci seperti pendapatan, pendidikan, konsumsi dan investasi, Ramana menambah beberapa variabel untuk menjelaskan perangkap keterbelakangan. Konsep kemiskinan dan keterbelakangan ibarat "two sides of the same coin".

      Bahwa sumberdaya manusia, aspirasi dan prestasi rendah disebabkan adanya keterbelakangan teknologi. Sehingga produktivitas rendah, dan menyebabkan kesehatan rendah, pendapatan rendah, tabungan rendah, investasi rendah, kesempatan kerja rendah/ akumulasi dana rendah, dan akhirnya menciptakan imperfeksi pasar.  Pendapatan yang rendah juga  menyebabkan konsumsi rendah terus mempengaruhi imperfeksi pasar. Pendapatan yang rendah juga mempengaruhi kontribusi pada pendapatan negara (pajak) atau pendapatan masyarakat (sodaqah), yang pada gilirannya mempengaruhi penciptaan kesempatan kerja, dan tentunya kesempatan kerja juga mempengaruhi produktivitas dan selanjutnya kembali mempengaruhi sumberdaya manusia itu sendiri. Apabila beberapa teori menyatakan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi pendapatan, teori perangkap keterbelakangan ini lebih melihat tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat pendidikan, yang selanjutnya tingkat pendidikan akan mempengaruhi produktivitas dan produktivitas mempengaruhi sumberdaya manusia. Sebagaimana lingkaran kemiskinan, perangkap keterbelakangan ini terus bergulir sampai ada upaya untuk memutuskannya. 

Ad.3). Teori  Residential Location and Poverty Circle,  yang 

       diperkenalkan oleh Mohammad Johari Yaakub (1989).

          LACK OF                      LOW-PAID JOB/                                                 

        OCCUPATIONAL                  UNDEREMPLOYMENT/

           SKILL                        UNEMPLOYMENT

       LACK OF ACCESS TO               POOR ACCOMODATION

        GOOD EDUCATION/                    IN POOR

      SKILL FOR CHILDREN                   LOCALTY    

                        TERRITORIAL

                        CONFINEMENT

                          TO LIFE      

      Teori lingkaran kemiskinan dari perspektif lokalisasi pemukiman dapat dijelaskan sebagai berikut : bahwa masyarakat miskin kurang memiliki keahlian untuk mengisi pasaran dan kesempatan kerja di perkotaan, sebagaimana mereka juga sangat  miskin informasi dalam upaya meningkatkan kemampuan atau produktivitas mereka bagi mendukung pasaran kerja di sektor industri, jasa kontruksi dan perburuhan di kota. Terdapat keterkaitan antara tingkat pengetahuan dan pencapaian keahlian individu yang turut pula menentukan status ekonominya, dengan pola dan lokasi pemukiman mereka  (social base map). Semakin rendah pendapatan masyarakat, semakin rendah pula tingkat aksessabilitas dan kualitas lingkungan pemukiman mereka. Inaksessabilitas itu sendiri merupakan faktor negatif bagi masyarakat sehingga kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik menjadi terhambat, akhirnya  "poverty levels are often attributed to lack of employment opportunity" (Edgren and Muqtada,1987: 8). 

      Khusus tentang analisis kemiskinan, mobilitas spatial, lokalisasi pemukiman serta pemberian aksessabilitas kepada penduduk miskin, seorang pakar pembangunan S. Princs menyatakan bahwa :

   "One of the main conclusion of the spatial analysis of socio economic deprivation is that an improvement in a persons' access to alternative places of work may bring economic and socio-cultural benefits which could enhance mobility of that persons" (Yaakub,1989: 52).

      Misalnya kekurangan akses pada pelayanan pendidikan yang baik terutama bagi anak-anak golongan miskin tentunya akan mempengaruhi tingkat kemampuan dan keterampilan apabila akan memasuki pasaran kerja. Rendahnya tingkat keterampilan akan menyebabkan tingkat pendapatan mereka rendah karena tenaganya dibayar murah, bahkan dalam banyak kasus menciptakan pengangguran atau setengah pengangguran. Golongan berpenghasilan rendah ini akan berdomisili di pemukiman yang kurang layak huni (slums area)dan membentuk poverty enclave.         

Ad.4). Teori "Integrated Rural Poverty",  yang  dikembangkan  

       oleh Robert Chambers (1980).

       Chambers menggunakan 5 (lima) variabel untuk menganalisa kemiskinan yang dinyatakannya sebagai  "interlocking dimensions", jebakan penjarahan (peprivation trap), atau perangkap kemiskinan (poverty trap), sebagai berikut :

                              KETIDAK-

                             BERDAYAAN

           ISOLASI                         KERAWANAN

               KEMISKINAN            KELEMAHAN     

                                    FISIK

      Adapun pengertian masing-masing konsep tersebut  diartikan sebagai berikut (Chambers,1980: 6) :

1. Poverty Proper (kemiskinan);  yakni  suatu kondisi dimana  

   masyarakat kekurangan  asset dan distribusi makanan   dan

   sumberdaya  modal, sehingga  kekurangan makanan, pakaian,

   dan perumahan yang layak huni serta kebutuhan dasar lain;

   seperti pendidikan, kesehatan, gizi dan pekerjaan.

2. Physical Weakness  (kelemahan fisik); yang  merefleksikan

   sakit-sakitan, rendahnya berat badan, lemahnya daya tahan

   tubuh  terhadap  berbagai penyakit dan siklus musim serta

   ketidakmampuan untuk bekerja dengan tenaga yang penuh.

3. Vulnerability to contingencies (kerentanan/kerawanan) yak

   ni; suatu kondisi masyarakat yang sangat rentan dan rawan

   akan berbagai kejadian yang datangnya tiba-tiba atau da -

   rurat  seperti  bencana  alam,  kematian,  sakit, ataupun

   berbagai  biaya  sosial  dan kebiasaan setempat, misalnya 

   mahar atau mas kawin, dan lain-lainnya.

4. Powerlesness  (ketidakberdayaan),  yakni;  suatu  kondisi 

   dimana seseorang/sekelompok  orang   tereksploitasi  oleh

   kekuatan dari luar dirinya (sistem/individu), meliputi ju

   ga  terbatas  atau  tidak  adanya akses  terhadap bantuan

   terhadap bantuan Pemerintah, akses di dalam politik terma

   suk mengontrol berbagai sarana ekonomi/produksi.

5. Isolation (Isolasi), yakni  suatu kondisi dimana berbagai  

   akses seperti pendidikan dan pengetahuan ditinjau  secara

   spatial (wilayah) maupun secara sosial (masyarakat) belum

   mampu menyentuh golongan miskin. Karena tidak berpendidik

   an, tempat  tingal yang  jauh dan  terpencil atau di luar

   jangkauan komunikasi dan transportasi. Termasuk pelayanan

   Pemerintah  tidak sampai  kepada mereka, kalaupun  sampai 

   biasanya terlambat, dan itupun belum tentu dapat menyen -

   tuh esensi kebutuhan yang mereka perlukan.

      Jadi secara singkat dapat dijelaskan perangkap kemiskinan yang oleh Chambers dikenal juga sebagai  Integrated Rural Poverty, karena locus utama analisisnya pada masyarakat miskin di pedesaan seperti berikut ini:

      Kemiskinan itu sendiri merupakan "key factor" yang menyebabkan kelemahan jasmani karena kekurangan makan, yang pada gilirannya menciptakan kekurangan gizi dan rentan terhadap berbagai penyakit dan kematian. Dalam kondisi rawan tiada dana untuk mengobati keluarga yang sakit, dan kondisi ini semakin parah karena ketidakberdayaan mereka mengatasi hambatan-hambatan struktural yang ada. Kondisi hidup mereka yang jauh dan terpencil dari sentuhan pembangunan, baik komunikasi, transportasi dan jasa pelayanan Pemerintah, menyebabkan mereka yang miskin menjadi semakin miskin. Kurang makan, lemah tenaga, rentan penyakit, akses kesehatan minim, terisolasi menggiring mereka ke perangkap kemiskinan.

Ad.5). Teori Kemiskinan dan Struktur Sosial, yang dikembang-

       kan oleh  Mely G. Tan (1982) dengan  Diagram Kerangka  

       Konseptualnya.

I. LINGKUNGAN FISIK:

  -Tanah terbatas

  -Keadaan tanah ti-

   dak/kurang  subur     

  -Iklim tidak me  -

   nguntungkan

  -Pengairan   tidak   -Pemilikan aset (harta)

   ada.                 produktif, terutama ta

                        nah dalam kelompok ter

                        tertentu

II. STRUKTUR BUDAYA:   -Hasil pertanian rendah  

  -Sisten nilai/nor-    Sikap akomodatif terha  

   ma tidak mengun -    dap keadaan kemiskinan  Manusia da- 

   tungkan.             (nrimo).                lam keadaan

                                                miskin:

                                                -Produktivi

                                                 tas rendah

III.STRUKTUR  SOSIAL   -Hubungan antara kelom-  -Penghasil-

    EKONOMI:            pok sosial dan ekonomi   an rendah.

   -Sistem pemilikan    yang bersifat eksploi-  -Kesehatan-

    tanah dan strati    tatif.                   buruk.

    fikasi sosial  -   -Kesempatan  memperoleh  -Pendidikan

    yang lebih berda    pekerjaan dengan imbal   atau kete-

    sarkan prinsip -    an yang agak terbatas.   rampilan -

    askriptif.                                   rendah.

IV. STRUKTUR POLITIK   -Kesempatan  memperoleh       

    DAN ADMINISTRA -    pendidikan/keterampil-

    TIF:                an terbatas.

   -Kesempatan/ ke - 

    mungkinan berpar   -Kesempatan   menikmati

    tisipasi  secara    pelayanan    kesehatan

    nyata yang ku  -    terbatas.

    rang.

   -Pelaksanaan admi

    nistrasi pembang

    unan yang kurang

    efisien.

      Diagram konseptual tentang kemiskinan dalam sistem sosial dapat dijelaskan sebagai berikut:

      Terdapat empat faktor yang sangat mempengaruhi eksistensi kemiskinan khususnya  di pedesaan yakni faktor lingkungan fisik, faktor struktur budaya, faktor struktur sosial ekonomi dan faktor politik dan administratif. Pertama; Kemiskinan misalnya berkaitan dengan kondisi fisik alam (natural) yang sifatnya deterministis, termasuk jenis dan tingkat kesuburan tanah, iklim, dan bencana alam, begitu pula  kondisi fisik artifisial seperti sistem pengairan, cetakan sawah, dan lain-lainnya.  

      Kedua kemiskinan berkaitan dengan struktur budaya, misalnya adanya beberapa norma yang dianut masyarakat miskin yang kurang menguntungkan bagi pengentasan kemiskinan. Semacam "culture ofpoverty", yang dapat diartikan sebagai kultur kemelaratan, yang berarti nilai-nilai yang mempengaruhi sikap dan tingkah laku golongan miskin memainkan peranan yang amat penting dalam menjerat mereka dalam kemiskinan (Alfian,1980: 171). Kondisi ini sesuai dengan potrait masyarakat miskin yang bercirikan sifat kehidupan "folk society", yakni:

   "(It is) small, isolated, non-literate and homogenous, with a strong sense of group solidarity. The ways of living are conventionalized into the coherent system which we called a "culture". Behaviour is traditional, spontaneous, uncritical and personal; there is no legislation  or habit of experiment and reflection for intellectual ends. Kinships, its relationships and institutions are the type catagories of experience and the familial group is the unit of action. The sacred prevails over the secular, the economy is one of status rather than of the market" (Redfield,1947: 293).

      Ketiga; problema  kemiskinan berkaitan pula dengan struktur sosial dan ekonomi, dalam hal ini menyangkut distribusi kekayaan seperti pemilikan tanah. Kedudukan seseorang di dalam  stratifikasi sosial juga menentukan dan membentuk pola hubungan tertentu di dalam masyarakat. Seperti hubungan patron-client, hubungan antara tuan tanah dengan petani penyakap atau buruh tani, hubungan antara pemilik perahu (juragan) dengan buruh nelayan.

      Faktor keempat; menyangkut struktur politik dan administratif, terutama menyangkut sistem pelayanan, efisiensi pembangunan, asessabilitas pelayan publik dan partisipasi masyarakat. Tiada akses terhadap pelayanan dan sumber daya yang bernilai ekonomi misalnya, menyebabkan masyarakat miskin tetap miskin (Rondinelli,1985: 281). Meskipun disadari berbagai upaya Pemerintah melalui proyek pembangunan diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan, namun tampa melibatkan masyarakat miskin, esensi dan obyek pembangunan selalu menyimpang. Bahkan proyek-proyek cenderung kurang berhasil ketika para perencana di dalam tim persiapan mengabaikan pola-pola socio-ekonomi dan budaya yang sudah ada (Philip,1988: 428), dan  memberikan peranan atau pemberdayaan (empowerment), kepada masyarakat yang perlu diperhatikan adalah pengalaman mereka  di masa lampau, karena pengalaman mereka membentuk konsepsi tersendiri (Kingsley,1960). 

                              BAB III

                     DISKRIPSI DAN ANALISA DATA

   Kemiskinan, dan  Tingkat  Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

                  Wanita di Dalam Pembangunan.

      Hubungan antara peran ganda wanita dalam pembangunan dan tingkat partisipasi angkatan kerja wanita bersifat timbal balik, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti  geografis,  demografis,  sosial dan ekonomi. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah jenis kelamin, umur, status perkawinan, tingkat pendidikan, daerah tempat tinggal, pendapatan dan agama. Melalui  faktor-faktor ini juga dapat digambarkan berbagai fenomena kemiskinan yang menyelimuti kaum wanita, sehingga menggiring mereka untuk bekerja dan memasuki fungsi domestik sekaligus tampa melepaskan fungsi domestiknya.

      Komposisi berdasarkan jenis kelamin, dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja wanita lebih rendah dibandingkan dengan  laki-laki, karena jumlah wanita yang menganggur jelas lebih sedikit daripada  jumlah laki-laki, tetapi dikebanyakan hal, tingkat pengangguran wanita lebih tinggi (Bairoch,1973). Tentang besarnya tingkat pengangguran penduduk di Indonesia berdasarkan Tempat tinggal dan Jenis Kelamin dapat dilihat pada Tabel A. (Persentase Penduduk Berumur 10 tahun ke atas yang mengangur di Indonesia berdasarkan Tempat Tinggal dan Jenis Kelamin Tahun 1989) di bawah ini:

Tabel A: Persentase  Penduduk  Berumur 10 tahun Keatas  Yang 

            Menganggur di Indonesia menurut Tempat Tinggal  dan

         Jenis Kelamin Tahun 1989.

============================================================

:NO: Tempat Tinggal : Wanita : Laki-laki : Lakilaki+wanita :    

------------------------------------------------------------

:1 : Perkotaan      : 7,80 % :   6,36 %  :      14,16      :

:2 : Pedesaan       : 1,48 % :   1,54 %  :       3,02      :

:3 : Desa + Kota    : 9,28 % :   7,90 %  :      17,18      :    

============================================================

Sumber: Rekapitulasi/Data Olahan  

        dari BPS-Survei Angkatan

        Kerja NAsional 1989.-

      Hasil survei ini tidak jauh berbeda dengan perkiraan tingkat pengangguran angkatan kerja wanita di kota khususnya yang dilakukan oleh Chris Manning (1984) dengan memasukkan variabel pendidikan  sebagaimana terlihat pada Grafik A, pada halaman selanjutnya. Dalam Tabel A. terlihat bahwa angka pengangguran wanita lebih besar di Kota dari pada di Desa, dan wanita penganggur di kota lebih banyak  di bandingkan dengan pria di kota, sebaliknya di Desa wanita nganggur lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.

      Rendahnya tingkat pengangguran wanita di pedesaan apabila dibandingkan dengan perkotaan (Tabel A.), dikarenakan wanita desa banyak yang memiliki kerja ganda (mengurus rumah tangga dan sekaligus mencari nafkah), Tabel B. tentang Persentase Penduduk Berumur 10 tahun Keatas yang Kegiatan Utamanya Mengurus Rumah Tangga tetapi juga Bekerja Mencari Nafkah menurut Tempat Tinggal mendukung pendapat tersebut.

Tabel B. Persentase  Penduduk Wanita berumur 10 tahun keatas   

         yang  Kegiatan Utamanya Mengurus Rumah Tangga Teta-

         pi juga Bekerja Mencari Nafkah Menurut Daerah Tem -

         pat tinggal tahun 1980.

============================================================

:Daerah  : Kegiatan Utama Mengu: Jumlah Penduduk  : Persen-:

:Tempat  : rus Rumahtangga teta: Berumur 10 tahun : tase.  :

:Tinggal : pi juga Bekerja.    : Keatas.          :  (%)   : 

------------------------------------------------------------  

: Kota   :       312.414       :     5.583.502    :  5.60  :  

: Desa   :     3.297.424       :    19.883.320    : 16.58  :     

: Kota + :     3.609.838       :    25.466.822    : 14.17  :  

: Desa   :                     :                  :        :

============================================================

Sumber: Tabel Analisa Angkatan Kerja

        Sensus Penduduk  Tahun 1980.  

        Badan Pusat Statistik.-

      Angka ini dapat menggambarkan bagaimana, cukup banyak pekerjaan pertanian di pedesaan yang mampu diserap oleh kaum wanita, tidak heran jika kemiskinan di desa juga merupakan salah satu faktor yang menggiring mereka untuk bekerja. Disamping itu bisa juga diartikan, rendahnya pengangguran wanita di pedesaan, karena kaum wanita tidak mencari pekerjaan dan bekerja sendiri misalnya dengan membuka warung. Zainab Bakir dan Chris Manning menyatakan :

 "Orang-orang miskin yang tidak menerima bantuan dari Pemerintah tidak akan menjadi penganggur, dan banyak terpaksa mencari nafkah melalui usaha sendiri dengan modal kecil, atau tampa modal sama sekali" (Bakir dan Manning,1984: 8).

     Disamping itu, bisa saja rendahnya tingkat penganguran baik menurut tempat tinggal (desa-kota), maupun jenis kelamin (laki-laki-wanita) dikarenakan keputusasaan, kekecewaan dan kelelahan  di dalam mencari pekerjaan sehingga mereka keluar dari pasaran kerja, yang dikenal sebagai "discouraged worker". Sebagaimana menurut Guy Standing:

 "discouraged worker" (tenaga kerja putus asa) merupakan fenomena pengangguran. Mereka telah lama mencari pekerjaan dan tidak pernah berhasil atau mereka rendah diri dalam persaingan mencari pekerjaan atau menyadari bahwa ketidakmampuan dirinya terhadap tuntutan kerja yang ada, karena kurang keterampilan, pendidikan dan lain-lain. Karena mereka tidak mencari pekerjaan lagi dan tidak bekerja, maka secara definitif maka mereka dikeluarkan dari katagori angkatan kerja" (Standing,1978: 105).

      Memasukkan posisi laki-laki atau wanita di dalam perhitungan dan katagori angkatan kerja ini penting karena   sangat berkaitan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja, pengukuran pengangguran dan identifikasi problema kemiskinan  

baik di pedesaan maupun di perkotaan. Misalnya dengan pendekatan penggunaan tenaga kerja (Labour Utilization Approach), 

pendekatan ini menitikberatkan pada seseorang apakah ia cukup dimanfatakan dalam kerja dan pendapatan yang diperoleh. Ada tiga golongan angkatan kerja, jika dipergunakan pendekatan ini (Simanjuntak,1985: 12).

a. Menganggur; yaitu  orang yang  sama  sekali tidak bekerja    

   (open unemployment), dan berusaha mencari kerja.

b. Setengah menganggur (under-employment), yaitu mereka yang

   kurang dimamfaatkan di dalam bekerja (under-utilized) di-

   lihat dari jam kerja (working hours), produktivitas kerja

   dan pendapatan.

c. Bekerja penuh (full-employment), atau cukup dimamfaatkan.  

      Problema  setengah pengangguran yang merupakan fenomena sosial juga merupakan   salah satu kasus kemiskinan yang menghantui di dalam sistem tenaga kerja berlebih khususnya di pedesaan  Indonesia. Konsep setengah pengangguran pada dasarnya dapat dibedakan antara dua katagori yang berbeda; pengangguran dilihat dari jumlah jam kerja (35 jam), yaitu mereka yang bekerja kurang dari jumlah jam kerja normal dan menginginkan bekerja lebih lama, yang kedua; setengah penganguran ditinju dari segi produktivitasnya yakni para pekerja dengan penghasilan dibawah standar tertentu (Lyn,1981: 69).   

      Membahas lebih lanjut tentang setengah pengangguran di bawah ini disajikan Tabel C. Tentang Angkatan Kerja Yang Bekerja Seminggu Yang Lalu Menurut Jam  Kerja, Jenis Kelamin Di Perkotaan dan Pedesaan.

Tabel C.  Angkatan  Kerja  Yang  Bekerja  Seminggu Yang Lalu        

          Menurut Jam Kerja, Jenis Kelamin di Perkotaan  dan

          Pedesaan di Indonesia Tahun 1980-1990.-

============================================================

:Jam Kerja/             1980                    1990       :

:Jenis Kelamin  --------------------   ---------------------

                PEDESAAN : PERKOTAAN   PEDESAAN : PERKOTAAN:

------------------------------------------------------------

:Kurang 35 Jam : 

:Laki-laki     :   34,1  :    30,2   :   33,1   :    16,5  :

:Perempuan     :   57,3  :    32,3   :   59,1   :    29.0  :

:Lebih 36 Jam  :         :           :          :          :

:Laki-laki     :   65,9  :    69,8   :   66,9   :    83,5  :

:Perempuan     :   42,7  :    47,7   :   40,9   :    71,10 :

:----------------------------------------------------------:

:Total (000)   :         :           :          :          :

:Laki-laki     : 27.283  :  34.124   :  33.358  :  12.833  :

:Perempuan     :  3.661  :  16.399   :  19.376  :   6.408  :

============================================================

Sumber: Badan Pusat Statistik

        Penduduk Indonesia 1980-1990.

      Secara umum dapat diketahui bahwa angkatan kerja yang bekerja kurang dari  35 jam cukup besar pada wanita bekerja daripada laki-laki, kecuali untuk wanita yang bekerja di perkotaan tahun 1990. Terjadi perubahan signifikan selama 10 tahun terakhir tentang angkatan kerja kurang dari 35 jam di pedesaan, sedangkan sebaliknya diperkotaan terjadi penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat setengah pengangguran masih tinggi di pedesaan terutama yang dialami tenaga kerja wanita, karena jam kerja mereka sangat pendek. Dari Tabel C tersebut diketahui juga bahwa wanita yang bekerja di perkotaan memiliki jumlah jam kerja lebih dari 36 jam seminggu lebih banyak dibandingkan dengan wanita yang bekerja di pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat produktivitas kerja wanita di perkotaan lebih tinggi jika dibandingkan  dengan wanita kerja di pedesaan.

      Beberapa kemungkinan adalah menyangkut berbagai aktivitas yang dilakukan wanita kerja di pedesaan, mereka tercatat sebagai angkatan kerja meskipun jam kerja mereka pendek dan jenis pekerjaan bersifat sambilan. Jelas sekali bahwa sebahagian besar tenaga kerja wanita mengalami pemamfaatan tidak penuh (underutilization), dan kondisi ini menimbulkan masalah karena underutilization menunjukkan bahwa tingkat produktivitas angkatan kerja wanita khususnya di pedesaan masih rendah, sebagaimana halnya juga dengan mereka yang bekerja di perkotaan. Oleh karena rendahnya tingkat produktivitas  tentunya berimplikasi pada pendapatan mereka.                                              

      Paralel dengan Tabel A, maka angka pengangguran dapat pula dijelaskan dengan  Grafik A dibawah ini.  Terlihat bahwa wanita menduduki tingkat pengangguran lebih tinggi jika dibandingkan dengan laki-laki khususnya di kota.

Terdapat kesamaan kurve tajam pengangguran baik wanita maupun laki-laki pada tingkat pendidikan SMTA, dan menurun pada tingkat pendidikan Perguruan Tinggi. Hal ini dapat diartikan bahwa  laki-laki jauh lebih agresif dan siap mengambil resiko di dalam mencari dan mengisi pasaran kerja di kota dibandingkan dengan wanita, disamping tanggungjawabnya juga sebagai penggerak utama roda ekonomi keluarga.

      Disamping itu sebahagian besar pengusaha/perusahaan  juga selalu mengambil sikap apriori dan memandang rendah terhadap calon pelamar pekerja wanita, terutama dengan adanya beberapa karakteristik bawaan (derived status), seperti dorongan emosional, kurang agresif (agak statis), kurang stabil, keterbatasan fisik, rutinitas masa mentrulasi dan hamil serta adanya berbagai kerja tambahan di rumah sebagai istri yang dianggap melelahkan yang juga mempengaruhi kondisi dan produktivitas kerja di kantor. Kondisi internal ini merupakan beberapa sisi yang menyebabkan terbatasnya memperoleh kesempatan kerja wanita di luar rumah.

      Beberapa keterbatasan tersebut menyebabkan tingkat "turn-over" dan absensi pekerja wanita relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pria. Jarang seorang pekerja laki-laki tidak masuk kantor karena anaknya sakit, tidak sama halnya dengan pekerja wanita. Oleh karena itu dalam sistem ekonomi patriakal, tenaga kerja wanita diklasifikasikan dalam tipe pekerjaan sekunder di dalam teori "dual labour market". Tambahan lagi, alternatif  kerja yang dapat dimasuki tenaga kerja wanita selalu  terbatas ( baik katagori jenis, waktu, tempat kerja) sehingga mereka terkondisi dalam posisi marginal dan terperangkap dalam kelebihan penawaran dalam katagori yang terbatas tersebut (over-supply worker), 

       Oleh karenanya dibandingkan dengan laki-laki, angka setengan pengangguran terbanyak pada kaum wanita terutama di pedesaan yang subsisten. Sesuai dengan ciri sektor perekonomian ini yang terbatas modal produktif, upah pekerja sangat rendah, demikian pula dalam jumlah besar dan tenaga kerja tidak terbatas. Kekuatan pasarlah yang akan mendorong mobilitas tenaga kerja dari sektor subsisten ke sektor kapitalis (Agarwalu,1973: 400-409). Terutama melalui pertumbuhan ekonomi, karena dalam proses pembangunan ekonomi, partisipasi angkatan kerja wanita mengikuti pola yang berbentuk huruf U, yaitu menurun pada tahap awal industrialisasi kemudian meningkat setelah terjadi peluasan sektor jasa (Manning dan Papayungan,1980: 11). Karena dalam proses pertumbuhan ekonomi, konsentrasi kesempatan kerja berpindah dari sektor pertanian ke non-pertanian.(Wie,1981: 56), dan selama tahap pertumbuhan ekonomi juga menyebabkan turunnya kesempatan kerja di sektor primer akan terserap terutama oleh sektor tersier dengan sedikit perubahan kesempatan kerja di sektor sekunder (Oberai,1978: 6).

      Kembali pada penjelasan Grafik A. tersebut, mengenai tingginya pengangguran wanita maupun laki-laki di kota menurut tingkat pendidikan pada "level" SMTP-SMTA, karena pada level ini banyak golongan muda nganggur berada pada posisi "critical point", yakni perpindahan dari bangku sekolah ke meja kerja (Manning dan Papayungan,1980: 18).      Posisi "Critical point", yang pasti dilalui oleh setiap orang yang menyelesaikan pendidikan di SLTP-SMTA, merupakan pilihan dilematis dan adakalanya masa uji coba (trial and error), masa tunggu dan lihat (wait and see), antara melanjutkan pendidikan, mengikuti kursus keterampilan, menganggur atau langsung bekerja. Kesemuanya merupakan pilihan beresiko ganda. Misalnya pilihan pada melanjutkan pendidikan dihadapkan pada permasalahn biaya (bagi yang kurang mampu), juga terbatasnya sarana pendidikan pada Perguruan Tinggi dan harus bersaing untuk dapat masuk pada Perguruan Tinggi yang bermutu. Sedangkan pilihan untuk memasuki pasaran kerja dihadapkan pada minimnya lapangan kerja dan kesempatan  kerja yang ditawarkan jika hanya berbekalkan ijasah SLTP-SLTA yang nota-bene "non-skill", sedangkan di satu sisi sektor moderen perkotaan (industri, perdagangan, jasa) membutuhkan tenaga kerja yang memiliki minimal  "technical skill" atau pada derajat tertentu membutuhkan persyaratan "managerial skill", di sisi lain tamatan SLTP-SLTA tidak memilikinya. Lagipula kaum muda pada tamatan ini biasanya sangat selektif dalam memilih pekerjaan kalaupun mereka harus bekerja. Jarang yang akan kembali ke desa atau bekerja di sektor primer (pertanian) di pedesaan, ataupun bersedia bekerja di sektor informal di perkotaan.

       Untuk menemukan tingkat  pembanding pada Grafik A, dengan ini disajikan pula pembahasan yang sama tentang tingkat pengangguran wanita dan laki-laki berdasarkan klasifikasi tahun pendidikan dalam persentase angkatan kerja di Malaysia tahun 1982 (Mazundar:1981), sebagaimana yang tergambar dalam Grafik B. Pentingnya pemahaman tentang tingkat pengangguran ini, mengingat salah satu esensi dari kemiskinan adalah  penyediaan pekerjaan bagi kaum miskin baik di kota maupun di desa. Sedangkan dikebanyakan negara berkembang  dikenal ciri perekonomiannya dengan tenaga kerja berlebih (Fei and Gustav,1964: 3), maka   timbulnya masalah kemiskinan di pedesaan, salah satunya disebabkan oleh karena tidak seimbangnya penyediaan dan permintaan tenaga kerja. (Birowo, 1980: 41).    

      Kurva pada Grafik B. membentuk huruf "U" terbalik, mencerminkan bahwa  persentase penganggur terendah bagi meraka yang tidak pernah sekolah (tidak tamat SD), relatif rendah pada mereka yang pernah bersekolah  (tahun pendidikan

1-6 tahun), kemudian tinggi pada usia muda (tahun pendidikan 7-9 th. dan 10-11 tahun)

lalu relatif rendah pada tamatan Perguruan Tinggi (tahun pendidikan 12 tahun atau lebih). Sedangkan persentase kelompok umur wanita tetap lebih rendah tingkat penganggurannya jika dibandingkan  dengan kelompok pria. Rendahnya tingkat pengangguran wanita dan laki-laki pada mereka yang tidak tamat sekolah atau berpendidikan rendah,  karena  kelompok ini 

menerima apa saja pekerjaan, misalnya pekerjaan kasar/ kuli/ buruh yang  bersifat "labour intensive", yang ternyata kurang diminati oleh para tamatan SLTP-SLTA. Bagi tamatan Akademi atau Perguruan Tinggi disamping jumlahnya yang relatif sedikit, sehingga menjadi kurang kompetitif dalam mencari kerja karena bobot intelektualitasnya biasanya mendapat pengakuan dunia usaha ditambah sebahagian besar mereka memiliki motivasi dan kesiapan diri yang tinggi dalam mencari kerja berbekalkan ijasah yang dimilikinya, meskipun dalam banyak kasus tidak ditutup kemungkinan masih banyaknya tenaga potensial yang menganggur. Misalnya saja sampai tahun 1992, hampir 125.000 para sarjana tamatan Perguruan tinggi dengan berbagai disiplin ilmu di Indonesia masih menganggur (Depnaker,1993).   

      Jadi jelas bahwa terdapat korelasi antara tingkat pendidikan dan pengangguran. Bagi kelompok pekerja wanita, pendidikan   akan memperbaiki status, kemampuan dan keahlian. Hal ini menambah kemampuan bersaing dan meningkatkan kemampuan  terhadap jasa mereka di pasar kerja. Pendidikan juga meningkatkan aspirasi mereka dan harapan wanita akan penghasilan dan kehidupannya yang lebih baik, hal ini mendorong mereka masuk lapangan kerja (Baserup,1970: 126).

    Pendidikan ini penting, jika tidak wanita akan terus berada pada posisi sub-ordinasi dan marginal di dalam pasaran kerja. Teori Gender cenderung menerangkan adanya korelasi antara status wanita di dalam sistem sosial dengan posisi mereka di pasaran dan tempat kerja. Sistem sosial yang menempatkan wanita secara sub-ordinatif akan terefleksi pada posisi yang sama di lapangan kerja. Menurut perspektif sistem ekonomi pasaran bebas, sistem dan kultur diskriminatif kerja seperti ini akan memperlemah semangat kompetitif, dan kreativitas , sedangkan wanita sebagai "potential human capital" merupakan bagian integral dari totalitas sistem sosial. Adalah hak wanita melaksanakan tugasnya di dalam masyarakat (public sector), sebagaimana ia juga berkewajiban di dalam mengurus rumah tangga (domestic sector). (Bernard,1979: 528-529).

      Problema pendidikan  merupakan bagian terbesar dirasakan oleh kaum wanita, dan  persentase penduduk yang berumur 10 tahun keatas yang buta huruf menurut daerah tempat tinggal dan jenis kelamin di Indonesia berdasarkan Survei Penduduk tahun 1985  ternyata tertinggi pada kaum wanita dibandingkan laki-laki, dan terbanyak di Desa dibandingkan kota  sebagaimana terlihat pada Tabel D.  Banyaknya wanita yang buta huruf dan terutama yang berdomisili di Desa akan mempengaruhi bidang kerja atau jenis pekerjaan dan tingkat upah yang akan diterima. Pada Tabel E. dapat diketahui bahwa sebahagian besar wanita (77,44 %) di pedesaan bekerja pada jenis pekerjaan kasar seperti tenaga usaha pertanian, perburuhnan, perikanan, tenaga produksi, operator alat angkutan, pekerja kasar dan lain-lainnya (Jenis Pekerjaan angka:6/7/8/9,x10). Dan hanya 2,45 % yang bekerja sebagai tenaga profesional, teknisi dan yang sejenis, tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan (Jenis pekerjaan angka 0/1,2), sedangkan sisanya (20,32 %) bekerja dengan jenis pekerjaan seperti tenaga usaha dan tenaga yang sejenis, tenaga usaha penjualan dan tenaga usaha jasa (Jenis pekerjaan angka: 3,4,5). Diskripsi ini tentunya menunjukkan bahwa tingkat pendidikan wanita di pedesaan sebahagian besar masih rendah, dimana 29,92 % masih buta huruf dibandingkan 14,27 % di wanita yang berdomisili di kota. Begitu juga wanita buta huruf lebih besar (44,19 %) jika dibandingkan dengan kaum laki-laki (19,66 %). 

Tabel D. Persentase  Penduduk  Berumur  10 tahun keatas yang 

         buta  huruf, menurut   Daerah  Tempat  Tinggal  dan 

         Jenis Kelamin Tahun 1985 di Indonesia.

============================================================

: JENIS KELAMIN  :   DESA    :   KOTA    :   DESA + KOTA   :  

------------------------------------------------------------

: LAKI-LAKI      :   15,05 % :   4,61 %  :     19,66 %     :

: WANITA         :   29,92 % :  14,27 %  :     44,19 %     : 

: LAKI-LAKI +    :           :           :                 :

: WANITA         :   44,97 % :  18,88 %  :     63,85 %     :       

============================================================

Sumber: Data Olahan BPS, Survei

        Penduduk Antar Sensus -

        1985.

      Tabel E. berikut ini menunjukkan distribusi jenis yang 

 yang dilakukan oleh kaum wanita dan laki-laki di pedesaan :

 Tabel E.  Persentase Penduduk  Berumur 10 Tahun Keatas yang 

           bekerja menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin

           di Daerah Pedesaan Indonesia tahun 1985.

 ===========================================================

 : JENIS    :         JENIS PEKERJAAN      :    JUMLAH     :

 : KELAMIN  :------------------------------:               :

 :          : 0/1,2 : 3,4,5 : 6,7/8/9,x/00 :               :             

 :---------------------------------------------------------:

 : LAKI-LAKI:  2,58 : 11,72 :     85,70    : 30.819.397    :

 : WANITA   :  2,45 : 20,32 :     77,44    : 18.155.440    :

 : LAKI-LAKI:       :       :              :               :

 : + WANITA :   -   :   -   :       -      : 48.974.737    :

 ===========================================================

 Sumber: Data Olahan, BPS Tahun 1985     

         Sirvei Penduduk Antar Sensus.

 CATATAN :

 a. 0/1,2  : Tenaga Profesional, Tehnisi  dan  Yang sejenis, 

             Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan.

 b. 3,4,5  : Tenaga Tata Usaha dan Tenaga Yang Sejenis, Tena

             ga Usaha Penjualan, Tenaga Usaha Jasa.

 c. 6,7/8/ : Tenaga Usaha Pertanian,  Perburuhan, Perikanan,

    9,x/00 : Tenaga Produksi, Operator Alat Angkutan, Peker-

             jaan Kasar dan lainya.

      Apabila dibandingkan dengan wanita yang bekerja dan berdomisili di Kota, sebagaimana yang terlihat pada Tabel F. 

di bawah ini dapat diketahui  bahwa terdapat perbedaan yang sangat tajam persentase jenis pekerjaan wanita kota dan desa.

Tabel F. Persentase  Penduduk  Berusia 10 Tahun Keatas  Yang 

         Bekerja  Menurut Jenis  Pekerjaan dan Jenis Kelamin

         di Perkotaan, Indonesia Tahun 1985.

============================================================

: JENIS    :        JENIS PEKERJAAN          :    JUMLAH   :

: KELAMIN  :---------------------------------:             :

:          :  0/1,2 :  3,4,5 :  6,7/8/9,x/00 :             :

------------------------------------------------------------

:LAKI-LAKI :   6,34 :  42,81 :     50,85     :  9.131.197  :

:WANITA    :  10,19 :  64,89 :     24,92     :  4.351.104  :

:LAKI-LAKI :        :        :               :             :

: + WANITA :    -   :    -   :      -        : 13.482.301  :

============================================================

Sumber: Olahan Data, BPS Tahun 1985           

        Survei Penduduk Antar Sensus

CATATAN :

a. 0/1,2  : Tenaga Profesional, Tehnisi dan yang sejenis, Te

            naga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan.

b. 3,4,5  : Tenaga Tata Usaha dan Tenaga yang sejenis, Tena-

            ga Usaha Penjualan dan Tenaga Usaha Jasa.

c. 6,7/8/ : Tenaga  Usaha  Pertanian, Perburuhan, Perikanan,    

            Tenaga Produksi, Operator Alat Angkutan, Pekerja

            Kasar dan lainnya.

      Berdasarkan data yang ada pada Tabel F. tersebut dapat diketahui bahwa wanita yang bekerja pada jenis pekerjaan (6,7/8/9,x/00) di kota hanya 24,92 % dibandingkan dengan pedesaan yang 77,44 %, sedangkan jenis pekerjaan (3,4,5) di perkotaan tinggi yakni 64,89 %, dibandingkan di pedesaan yang hanya 20,32 %, begitu juga katagori jenis pekerjaan 0/1,2, diperkotaan 10,19 %, sedangkan di pedesaan hanya 2,45 %. Kondisi ini menunjukkan jelas bahwa TPAK Wanita di sektor sekunder dan tersier tinggi di perkotaan, rendah di pedesaan, sedangkan sektor primer rendah di perkotaan dan tinggi di pedesaan.     

      Disamping itu, suatu gambaran angka yang cukup menarik dan signifikan adalah tingginya persentase wanita yang bekerja pada jenis pekerjaan (0/1,2) yakni 10,19 %, jika dibandingkan dengan laki-laki yang hanya 6,34 %. Angka ini menunjukkan pada beberapa kasus peranan non domestik wanita dapat memasuki posisi karir puncak (top management level) di dalam suatu organisasi. Gambaran lain yang terlihat adalah bahwa sektor tersier atau jasa cukup banyak dimasuki wanita di perkotaan (64,89 %) lebih tinggi jika dibandingkan dengan laki-laki yang hanya 42,81 %.  Tingginya laki-laki yang menggeluti pekerjaan perburuhan, tenaga produksi atau operator angkutan (50,85 %) dibandingkan dengan wanita  yang hanya 24,92 %, lebih menunjukkan jenis pekerjaan ini memang banyak dimasuki kaum laki-laki mengingat pekerjaan di tempat terbuka, tenaga kasar dan sifat pekerjaan yang relatif lebih keras.

      Thesis yang menyatakan bahwa terjadi pergeseran tenaga kerja wanita dari sektor primer ke sekunder dan tersier sebagai akibat pembangunan ekonomi memang terbukti. Terutama banyaknya tenaga kerja wanita yang dulunya bekerja di sektor pertanian di pedesaan beralih ke  sektor industri sebagai buruh di perkotaan. Pergeseran jenis pekerjaan ini sejalan dengan semakin meningkatnya arus urbanisasi yang juga sebahagian besar sebagai akibat dari pembangunan.

      Dalam beberapa kota arus urbanisasi yang berlebih (over-urbanization), yang oleh Michael P. Todaro dan Jerry Stilkind diartikan sebagai  suatu keadaan tidak mampunya kota-kota menyediakan fasilitas pelayanan pokok dan kesempatan kerja yang memadai untuk penduduk yang bertambah dengan pesat (Manning and Effendi, 1983: 8) kadangkala menimbulkan banyak masalah. Urbanisasi berlebih juga menciptakan proses pemiskinan di perkotaan dan hilangnya tenaga potensial di pedesaan serta semakin berkembangnya berbagai pekerjaan di sektor informal di perkotaan dari jenis pekerjaan yang legal (misalnya pedagang keliling) sampai yang illegal (misalnya pelacuran ).   

      Pergeseran tenaga kerja juga terjadi sebagai akibat semakin terdidiknya kaum wanita. Sebagai "human capital" yang potensial di sektor ketenagakerjaan, maka wanita perlu mendapat kesempatan mengikuti pendidikan dan latihan. Pendayagunaan sumberdaya manusia pada mulanya berawal di lingkungan keluarga dan berkembang di dalam masyarakat melalui jalur pendidikan dan latihan formal. 

      Sesungguhnya asumsi dasar dari konsep human capital adalah bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan di dalam masyarakat. Oleh karenanya salah satu strategi untuk memerangi kemiskinan di kalangan kaum wanita adalah melalui peningkatan kemampuan kaum wanita di dalam bekerja. Maka pendekatan mutu modal manusia (human capital) menjadi penting, karena pendekatan ini menekankan bahwa manusia adalah faktor produksi yang amat penting selain tanah, teknologi dan modal, sehingga untuk mencapai produktivitas yang tinggi maka kualitas sumber daya perlu ditingkatkan (Effendi,1993: 6).

      Studi Kendrick dan Denison (Simanjuntak,1985: 58), menunjukkan bahwa pertambahan national income Amerika Serikat dari tahun 1919 sampai dengan 1957 merupakan effek dari peningkatan produktivitas kerja sebagai akibat adanya     perbaikan manajemen dan teknologi, perbaikan gizi dan kesehatan serta peningkatan kualitas buruh dalam hal ini pendidikan dan latihan

  Dalam banyak kasus menunjukkan bahwa pendidikan dan latihan merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia (Human resources development) di dalam pembangunan. Latarbelakang dan tingkat pendidikan juga menentukan mayotiras jenis pekerjaan dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Apabila tingkat pengangguran menurut pendi -

dikan membuntuk huruf "U" terbalik, maka tingkat partisipasi angkatan kerja (wanita) membentuk huruf "U". Grafik C. menunjukkan persentase tingkat partisipasi angkatan kerja wanita dibandingkan dengan tingkat pendidikan, relatif tinggi pada wanita tidak sekolah, tidak tamat SD dan terus menurun pada tamatan SD dan mencapai titik terendah pada tamatan SLTP dan sedikit naik pada tamatan SMTA lalu berada pada derajat kulminasi atas pada tamatan Perguruan Tinggi. Indikasinya, sektor moderen (industri, perdagangan, dan jasa) membutuhkan  golongan  profesional 

terdidik yang akan mengisi pekerjaan yang bersifat  "white-collar occupation", sehingga TPAK wanita terdidik  (well-educated worker)  di kota cukup tinggi. Sedangkan TPAK wanita yang non edukatif (tidak sekolah, tidak tamat SD) masih cukup tinggi karena secara psikologis mereka memiliki kesiapan dana tidak keberatan menerima jenis pekerjaan yang bersifat "blue-collar occupation", terutama di pabrik-pabrik manufakutring yang bersifat labour intensive, seperti pabrik rokok, konveksi dan pemintalan, yang memang membutuhkan pekerjaan yang sifatnya "non dan semi skill". Disamping itu faktor ekonomi dan kemiskinan keluarga bagi wanita yang non dan berpendidikan rendah menentukan juga dorongan mereka untuk bekerja. 

      Bagi sebahagian besar wanita yang tidak mampu diserap oleh sektor formal di perkotaan, pilihan terutama jatuh pada pekerjaan disektor informal, baik yang bersifat syah misalnya berdagang di kaki lima atau bersifat tidak syah, seperti melacur. Tabel G. pada halaman berikut ini menunjukkan bahwa persentase wanita yang bekerja di dalam sektor informal cukup tinggi terutama mereka yang berumur 25 s/d 29 tahun. Kecenderungan mereka yang relatif berumur lebih tua bekerja di sektor informal mungkin mempunyai hubungan dengan tingkat pendidikan (Effendi,1993: 96). Pada umumnya mereka yang berumur tua pendidikannya relatif rendah, hal ini yang mendorong mereka untuk masuk ke sektor informal. Tingginya persentase mereka yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah  menggeluti pekerjaan di sektor informal dapat dilihat pada Tabel H. pada halaman berikut ini. Berdasarkan  data sensus tahun 1971 dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Moir dan Soejipto tahun 1977 menunjukkan bahwa golongan pekerja  yang menekuni  pekerjaan  di sektor informal tertinggi pada golongan pekerja yang tidak atau belum tamat SD (41,7 %), kemudian diikuti pekerja yang tamat SD, SLTA, SLTP dan terendah pada mereka yang menamatkan pendidikan di  akademi/perguruan tinggi (3,4 %).

TABEL G. PERSENTASE PEKERJA SEKTOR INFORMAL MENURUT UMUR DAN 

         JENIS KELAMIN 1971 DAN 1977 DI INDONESIA.

============================================================

: GOLONGAN    :    SENSUS 1971*   :PENELITIAN DI JAKARTA** :  

:   UMUR      :-------------------:------------------------: 

:             : LAKI-LAKI: WANITA :  LAKI-LAKI   : WANITA  :

:----------------------------------------------------------:

: 10 -24 TAHUN:   28,1 % : 21,5 % :    18,1 %    : 14,8 %  :

: 25 -29 TAHUN:   37,6 % : 39,3 % :    44,6 %    : 44,9 %  :

: 30 +   TAHUN:   34,3 % : 39,4 % :    37,3 %    : 40,3 %  :

:----------------------------------------------------------:

:             :  100   % :100   % :   100   %    :100   %  :

============================================================

Sumber: *). Biro Pusat Statistik, 1975, Sensus Penduduk 1971               

        **).Moir, Hazel V.J. dan Soejipto Wiriasadjono, 1977

            "Sektor Informal di Jakarta", Widyapura.

TABEL H.  TINGKAT PENDIDIKAN  PEKERJA SEKTOR INFORMAL DAERAH         

          PERKOTAAN INDONESIA TAHUN 1980.

============================================================

:   TINGKAT PENDIDIKAN    :   JUMLAH (000)  :  PERSENTASE  :

------------------------------------------------------------

: TIDAK/BELUM TAMAT SD    :    3.594. JIWA  :      41,7    :

: SD.                     :    2.212. JIWA  :      25,7    :

: SLTP.                   :    1.056. JIWA  :      12,3    :

: SLTA.                   :    1.445. JIWA  :      16,9    :       

: AKADEMI/PERGRUAN TINGGI :      293. JIWA  :       3,4    :

------------------------------------------------------------

:                         :    8.610. JIWA  :     100.     :

============================================================

Sumber: Biro Pusat Statistik, 1982, Hasil Sub. Sampel Sensus

        Penduduk 1980.

      Data  diatas memberikan gambaran yang jelas bahwa sektor informal banyak digeluti oleh pekerja berpendidikan rendah yang pada dasarnya adalah golongan miskin di perkotaan atau pedesaan. Kehadiran sektor informal ini masih menjadi dilema terutama bagi Pemerintah Kota. Namun disebalik itu sektor informal sangat membantu di dalam penciptaan kerja sebagai akibat dari dorongan oleh penawaran jasa tenaga kerja itu sendiri (supply induced employment creation), sehingga sektor  informal berfungsi sebagai penyelamat masalah ketenagakerjaan di Indonesia (Juwono, 1985: 39).             

      Disamping pendidikan, jenis kelamin dan pilihan jenis pekerjaan, faktor lain yang juga mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja wanita adalah status perkawinan (belum kawin, kawin atau janda). Grafik D.  menunjukkan bahwa :

TPAK wanita kawin paling rendah, dan yang tertinggi pada wanita janda. Bagi wanita yang kawin, bekerja biasanya menimbulkan pilihan yang dilematis, antara perannya sebagai ibu dari anak-anaknya atau istri dari suaminya, ataukah memainkan peran publik dengan mengikuti berbagai pekerjaan atau bekerja di luar rumah. Bagi wanita kawin di kota  dengan sistem keluarga inti (nucleus family system), bekerja berarti menelantarkan  anak di rumah. 

Meskipun dapat mengupah pembantu atau  baby-sitter, pilihan inipun juga menimbulkan masalah. Mungkin keadaan sedikit berbeda dalam "extended family system", anak-anak mungkin dapat dijaga oleh salah satu keluarga (nenek,atau keponakan). Permasalahan akan semakin berat apabila wanita yang bekerja tersebut adalah  wanita janda beranak. Wanita beranak yang ditinggalkan suaminya (cerai hidup atau cerai mati) memiliki tugas dan tanggung jawab ganda, dia memiliki dwi fungsi sebagai ibu sekaligus sebagai "ayah" bagi anak-anaknya. Tidak hanya beban ekonomi dalam sistem masyarakat tertentu wanita janda yang bekerja juga menerima beban sosial. Apalagi persepsi masyarakat terhadap wanita janda yang bekerja selalu negatif,   terutama  bagi  mereka yang harus pulang malan atau bekerja di malam hari. Jenis pekerjaan juga sangat menentukan image masyarakat terhadap wanita janda. Secara moril dan sosial, mereka tertekan, tidak heran apabila agama menempatkan wanita janda sama dengan anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya (yatim-piatu) yang harus dibantu dan dilindungi. Cukup banyak golongan keluarga miskin yang dipimpin oleh wanita janda.

      Apabila wanita kawin dan belum kawin, pilihan kerja mungkin didorong oleh berbagai pilihan dan motif, seperti mencari kesibukan, memperluas pergaulan, mempratekkan ilmu dan keterampilan yang diperoleh, meniti karir dan prestasi serta nama baik dan banyak pula karena dorongan uang dan kekayaan, akan tetapi bagi wanita janda bekerja hanya satu pilihan yang utama yaitu untuk mencari nafkah bagi menggerakkan ekonomi keluarga. Tidak bekerja berarti kehancuran bagi kehidupan keluarganya, meskipun dalam beberapa kasus, wanita janda juga memiliki beberapa simpanan uang atau harta yang diperoleh dari perkawinan sebelumnya, namun  sebahagian 

besar janda biasanya hidup dalam kesusahan dan kemelaratan.      

      Membahas lebih lanjut tentang fenomena kemiskinan dan wanita di dalam bekerja baik di pedesaan maupun di perkotaan tidak terlepas dari aspek-aspek produktivitas, pendapatan dan kesempatan kerja.

Teori ekonomi utilitas menunjukkan bahwa, jumlah jam kerja yang dicurahkan mempunyai hubungan positip dengan pendapatan perjam kerja yang dicurahkan oleh seorang pekerja (misalnya wanita), dengan asumsi bahwa setiap melakukan pekerjaan bertujuan menghasilkan pendapatan. Bila pendapatan itu diidentikan  dengan upah, maka dapat digambarkan kurva korelasi antara upah dengan jumlah jam kerja yang dicurahkan untuk suatu pekerjaan tertentu (Bilas, 1962: 23).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

      Pada Gambar Grafik E. diatas menunjukkan pengaruh perubahan tingkat upah terhadap jam kerja yang bersedia dicurahkan dan dapat dijelaskan sebagai berikut: pada tingkat U1, jumlah jam kerja yang dicurahkan sebanyak K1 (Pada out-put isoquant QO). Bila tingkat upah naik menjadi  U2, maka jumlah jam kerja yang dicurahkan menjadi K2 (Pada out-put isoquant QX). Kurva yang terbentuk merupakan kurva penawaran  (supply-curve). Apabila semakin tinggi jumlah jam kerja yang dicurahkan,  maka semakin tinggi pula tingkat pendapatan yang diterima, tetapi untuk sektor informal tidak berlaku hukum positip tersebut. Kenapa demikian?, salah satu jawabannya terletak pada  fenomena under-employment yakni para pekerja yang kurang dimamfaatkan di dalam bekerja (under-utilized), apabila dikaitkan dengan  jam kerja, produktivitas dan pendapatan (Simanjuntak,1985: 12). Jadi ada kaitannya antara pendapatan dengan produktivitas kerja, semakin tinggi produktivitas kerja, maka akan semakin tinggi pendapatan yang diperolehnya (Ishikawa,1978: 86). Karena sebahagian besar pekerja wanita memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga produktivitasnya rendah, maka juga berakibat pada rendahnya pendapatan pekerja wanita.

      Hubungan ekonomi antara tenaga kerja di sektor informal dengan sektor formal dapat dipakai Teori Arthur Lewis tentang Dual Economy, yang menekankan bahwa perubahan struktur ekonomi dalam proses pembangunan di negara-negara berkembang, kesempatan kerja di sektor formal (moderen) akan dapat diisi oleh eks-tenaga kerja di sektor informal, tampa akan mengurangi kegiatan lapangan pekerjaan di sektor informal. Hal ini dikarenakan sektor informal jika dikatagorikan sebagai sektor tradisional memang sejak semula selalu terjadi surplus tenaga kerja. Semakin banyaknya wanita yang bekerja di sektor informal juga menentukan suplai tenaga kerja berlebih disektor tradisional ini, meskipun pergeseran terjadi secara terus menerus. 

      Selama produksi batas tenaga kerja di sektor moderen (Formal) masih lebih tinggi dari pada tingkat upah yang berlaku di sektor tersebut, para pengusaha (sektor formal) cenderung akan terus menambah tenaga kerja guna meningkatkan  keuntungan. Permintaan tenaga kerja akan terhenti apabila produksi batas tenag kerja di sektor tersebut telah sama dengan tingkat upah yang berlaku (break even point).

 Penciptaan kerja baru di sektor moderen segera kan terjadi dengan adanya reinvestasi dalam kegiatan pembangunan pada tahap berikutnya, dengan syarat keuntungan bukan digunakan untuk konsumsi, akan tetapi bagi perluasan operasi perusahaan. Reinvestasi akan menyebabkan terbukanya lapangan kerja baru, dan pada akhirnya akan menggeser tenaga kerja di sektor informal ke sektor formal. 

      Gambar F. diatas menunjukkan grafik tingkat hubungan perkerjaan di sektor formal dan informal. Tingkat upah disektor formal adalah OW, sedangkan tingkat upah di sektor informal adalah OS (Hal ini sejalan dengan karakteristik sektor formal dengan tingkat produktivitas yang lebih tinggi akibat adanya pendidikan, keterampilan, dan lain-lainnya). Kurve P1Q1, P2Q2, P3Q3, merupakan kurve produksi batas di sektor formal yang mengalami kenaikan  oleh adanya proses reinvestasi laba pengusaha yang dilakukan secara berulang (dengan syarat profit bukan untuk memperbesar konsumsi pengusaha).

      Kurve tersebut menggambarkan hubungan antara sektor formal dengan sektor informal terutama kesempatan kerja di sektor formal menimbulkan pergeseran tenaga kerja di sektor informal. Proses pergeseran ini dalam beberapa sektor industri padat karya biasanya dimasuki oleh tenaga kerja wanita, misalnya pabrik rokok, konveksi, mainan, makanan, dan lain-lainnya. Mereka mudah pindah dari satu sub-sektor ke sub-ssektor lainnya di dalam sektor informal atau berpindah dari sektor informal ke sektor  formal.

      Permintaan tenaga kerja sebagai faktor produksi di sektor formal disebut sebagai permintaan turunan  (derived demand), sebagai akibat adanya reinvestasi modal sebagai input bagi akumulasi out-put, kenaikan pada out-put akan menaikkan revenue, citeris paribus. Jika unit usaha bergerak dalam skala lini ekonomi, kenaikan revenue akan menaikkan income, sebagaimana dapat ditunjukkan pada double grafic di pada halaman berikut ini. Grafik F. menunjukkan  adanya hubungan antara out-put dan income. Pada saat out-put sebesar Q0, pendapatan adalah sebesar Y0, dengan naiknya kombinasi K dan L, maka out-put menjadi Q1, sehingga pendapatan  naik menjadi Y1. Naiknya pendapatan ini, dengan asumsi bahwa harga out-pit dan harga in-put tetap (Koutsoyiannis,1983: 67).        

Secara teoritis, intensitas tenaga kerja yang tersedia dicurahkan oleh seseorang untuk suatu pekerjaan dipengaruhi oleh tingkat upah dari pekerjaan tersebut. Semakin tinggi tingkat upah (sampai pada tingkat tertentu), semakin besar pula out-put yang mungkin dapat dihasilkan. Secara grafis, hubungan teoritis aneka tingkat upah dengan jumlah jam kerja yang tersedia yang dicurahkan seseorang dapat digambarkan sebagaimana terlihat pada Grafik G. tentang hubungan upah dengan suplai dan jam kerja individu pada halaman berikut ini.

Pada tingkat OU1, jam kerja yang dicurahkan OT1, jika upah naik menjadi OU2, maka jam kerja yang ditawarkan  naik menjadi OT2. Hal ini berlaku selama seorang tenaga kerja mempunyai preferensi  yang lebih  tinggi terhadap upah dari pada waktu senggang (leissure). Akan tetapi jika tingkat upah terus naik, maka preferensi terhadap waktu senggang akan naik juga sehingga kurve penawaran akan semakin curam dan akhirnya membelok ke kiri atas. 

Namun bagi tenaga kerja di sektor informal yang nota-bene sebahagian besar digeluti oleh pekerja miskin dan berada pada level subsistence, tingkat upah yang rendah tidak akan mengurangi jam kerja yang ditawarkan dengan asumsi, bahwa sumber pendapatan satu-satunya adalah pekerjaan itu.

      Oleh karena untuk memperoleh pendapatan  yang banyak, mereka hanya dapat memperpanjang waktu kerja untuk dapat memenuhi kebutuhannya sehingga kurva suplai menjadi elastisitas sempurna. Hal ini dapat diketahui hanya dengan pendekatan utilitas. Utilitas yang lebih tinggi yang diperoleh  seseorang diwujudkan oleh kurva indifferensiasi yang lebih tinggi yang dapat dicapai sebagaimana yang terlihat pada Grafik H. pada halaman berikut ini. Pada Grafik H. tersebut dapat dijelaskan bahwa dengan kendala AB, individu akan memperoleh utilitas optimal dititik C, pada U1, dengan alokasi waktu untuk kerja AT1 dan menikmati waktu senggang OT1. Jika pendapatan naik yang ditunjukkan pergeseran kendala AB ke AD, kemungkinan utilitas akan meningkat dari U1 ke U2. Apabila tenaga kerja ingin meningkatkan utilitasnya, maka untuk mencapai titik optimal E pada U2 harus menambah waktu kerjanya dari AT1 ke AT2 dan dengan sendirinya akan mengurangi waktu senggang dari OT1 ke OT2.

Oleh karenanya, tingkat utilitas individu ditentukan oleh tingkat pendapatan yang dapat dipergunakan untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa serta menikmati waktu senggang (Bellante, 1980: 1975). Kalkulasi grafis ini sukar jika diaplikasi pada sektor informal yang biasanya terkondisi atau terstrukturisasi di dalam siklus kemiskinan (Malassis, 1975). 

      Siklus kemiskinan sebagai akibat dari rendahnya peroduktivitas tenaga kerja menyebabkan pula pendapatan perkapita menjadi rendah sehingga mereka kekurangan biaya untuk menabung, karena sebahagian besar biaya habis dikonsumsi.  Langkanya dana untuk memperluas usaha di sektor informal atau untuk persiapan berbagai keperluan menyebabkan golongan miskin tetap miskin bergelut dengan kemiskinan tampa akhir. 

                               BAB IV

                       KESIMPULAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan.

   1. Sebagaimana kaum  pria, tingkat partisipasi  angkatan

      kerja  wanita juga  dipengaruhi oleh berbagai faktor;

      misalnya  tingkat  pendidikan, tempat  tinggal, jenis 

      pekerjaan, dan status perkawinan.

   2. Perkembangan ekonomi turut  pula mempengaruhi tingkat

      partisipasi angkatan kerja wanita dan pergeseran je -

      nis  pekerjaan yang  dilakukan terutama bagi angkatan

      kerja di pedesaan. 

   3. Karena sebahagian besar tenaga kerja wanita  berpendi

      dikan rendah, kurang keterampilan, maka produktivitas

      mereka juga  rendah, dan  akhirnya  akan mempengaruhi

      pula rendahnya  pendapatan  mereka dan  kondisi hidup

      mereka.

   4. Jika  dibandingkan  dengan rumah tangga yang dipimpin 

      oleh  pekerja pria, rumah  tangga  yang dipimpin oleh  

      pekerja  wanita, terutama  wanita janda  yang beranak

      biasanya  berada  pada  kondisi  ekonomi  yang sangat 

      memprihatinkan,  dan  biasanya  termasuk  salah  satu

      satu kelompok masyarakat yang miskin.

   5. Apabila di pedesaan cukup banyak wanita  yang bekerja

      di ladang atau sawah, dan sebagian dari mereka beker-

      ja di sektor informal pedesaan, di Kota wanita banyak

      yang bekerja di sektor formal ,khususnya tenaga buruh 

      dan jasa. Tidak  sedikit pula yang  bekerja di sektor

      informal.

   6. Bagi  rumah  tangga miskin, kondisi  kemiskinan dapat 

      dapat  disebabkan  oleh beberapa faktor, baik terjadi

      sebagai akibat dari adanya hambatan-hambatan struktur

      dan kultur, maupun kondisi geografis (nature). Kemis-

      kinan  yang  terjadi  bukan  semata-mata   berdimensi 

      ekonomi (seperti siklus kemiskinan), akan tetapi juga

      berdimensi  sosial dan  politik (perangkap kemiskinan 

      dan keterbelakangan).

B. Penutup.

      Demikianlah sekelumit permasalahan yang dihadapi oleh

   para pekerja wanita dan rumah tangga yang dipimpin  oleh

   seorang wanita. Berbagai faktor turut mempengaruhi  yang

   mendorong  mereka bekerja. Namun motif utama dalah seba-

   gai akibat desakan  ekonomi dan kondisi kemiskinan serta

   keterbelakangan yang mereka hadapi. Banyak diantara mere

   yang yang terjerat dalam siklus kemiskinan dan perangkap

   keterbelakangan tampa ujung dan akhir. Hanya melalui cam

   purtangan pihak luar mata rantai tersebut dapat diakhir  
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